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BUPATI BATANG HART

Menimbang

KEPUTUS$I BUPATI BATADTG HARI
NOMOR itg rasun zou

T ENTANG
PEMBUKAAI\I DAI\[ OPERASIONAL SEKbLAH DASAR (SD)

NEGERI NOMOR 203/I STINGAI RENGAS

BUPATI BATANG HARI'

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan tertib administrasi

pengelolaan pendidikan sefta untuk untuk mendukung Program Wajib Belajar 12
'ta"u 

belas) Tahun dan untuk menambah daya tampung siswa maka perlu adanya

ienambahan Sekolah Negeri di Kabupaten Batang Hari ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan dan Operasional Sekolah Dasar

(SD) Negeri Nom ot 2031I Sungai Rengas.

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten dalam Lingkungan Daorah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dotgan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat tr
Sarolang5un Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
- IndonebiaNomor 2755);

l

2. Undang-Undang Nomor l'l Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembapan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

r,A

3. Undan$-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 60);

4. Undang-Undang. Nomor 32 Tahunl 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
LEmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aBAQ;

5. Undang-Undang Nonnor 33 Tahun ZOO+ tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negani Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-IJndangNomor 12 Tahun 2011 ientang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran N.egara Republik Indonesia Nomor 5%0;
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Mengingat

7. Peraturan Pemerintah


